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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P  U  T  U  S  A  N
Nomor : 093/Pdt.G/2014/PA.Mbl 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

JUMIATI  binti ABDUL KADIR., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 

SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04 Desa 

Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

AHMAD SYAMSURI bin  AMIR SYARIFUDDIN, umur 38 tahun, agama Islam, 

pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.01 

Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 

April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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dengan Nomor: 093/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 21 April 2014 telah mengajukan 

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri 

yang syah pernikahannya dilaksanakan pada hari  Minggu tanggal, 

18 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1431 H.di  

Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Muara Tebo, Propinsi Jambi, 

sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah nomor :115/06/

V/2010. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  

Rimbo Ilir, Kabupaten Muara Tebo, tanggal  19 Juni 2010;

2.  Bahwa pada saat akad Nikah Penggugat mengaku berstatus 

perawan dan Tergugat mengaku  berstatus jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat 

Taklik Talak sebanyak 4 pasal sebagaimana yang tercantum dalam 

buku Nikah;

4. Bahwa setelah Nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri di rumah keluarga Penggugat di 

Muara Tebo selama kurang lebih 1 minggu lamanya, kemudian 

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tuanya di RT 04 

Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba’da dukhul) dan telah 

dikaruniai anak 1 orang yang diberi nama ANINDYA CARELLI 

SYAMIMA BINTI AHMAD SYAMSURI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat baik-baik saja rukun dan bahagia, meskipun kadang-kadang 

terjadi pertengkaran kecil itu Penggugat anggap sebagai hal yang 

lumrah dalam rumah tangga, ibarat jalan juga tidak selalu mulus, 

namun sayang hubungan baik sebagai suami istri hanya berjalan 

kurang lebih 1 Tahun lamanya, dan sejak pertengahan tahun 2011 

tepatnya bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai goyah dan tidak ada keharmonisan sama sekali, sering cek-cok 

dan pertengkaran yang berkepanjangan yang penyebabnya antara 

lain sebagai berikut : 

1. Tergugat tidak pernah memberi perhatian yang wajar terhadap Penggugat, 

Tergugat selalu tidak jujur dengan penghasilan yang diperoleh;

2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan 

pulang selalu larut malam apabila ditegur dinasehati Tergugat selalu marah-

marah, keadaan seperti ini sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun lamanya;

7. Bahwa akibat hal tersebut diatas maka Penggugat dengan Tergugat 

selalu bertengkar dengan alasan-alasan yang sama seperti point 6 

dan puncak pertengkaran pada tanggal 29 Desember 2013, sampai-

sampai Penggugat dengan Tergugat dengan dimediatori oleh tua 

tenggane dan keluarga kedua belah pihak sepakat membuat surat 

pernyataan cerai dibawah tangan sebagaimana photo copy terlampir. 

Dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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pisah tempat tinggal, Pengugat tinggal bersama orang tuanya di RT 

04 Desa Bukit Harapan sedangkan Tergugat tinggal bersama 

keluarganya di Rt. 01 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam 

Kabupaten Batang Hari .

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin 

kepada Penggugat sedangkan harta yang ditinggalkan oleh tergugat 

yang bisa dijadikan nafkah juga tidak ada;

9. Bahwa Tergugat telah benar-benar mengecewakan kehidupan 

Penggugat, karena tidak konsekwen dengan janji-janji yang pernah 

diucapkan KATANYA RUMAH TANGGA KITA SEHIDUP SEMATI 

apapun yang akan terjadi kita pikul bersama namun kenyataannya 

Tergugat selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penguggat mengajukan 

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus 

menerus sudah memenuhi unsure pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 

1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Yang 

berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan suami istri 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga. Begitu juga 

Penguggat sudah merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi 

membangun rumah tangga dengan Tergugat untuk itu Penguggat 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Ketua 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Majelis Hakim yang memeriksa Mengadili dan memutuskan perkara 

ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat putus karena Perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil 

adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak 

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata 

bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan 

jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan 

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak 

berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan 

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam 

sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar 

dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 

bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar 

dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 

alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 115/06/

V/2010 tanggal 19 Juni 2010 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Muara Tebo yang 

telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, 

selanjutnya diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SUTRISNO bin RASMALI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, 

tempat kediaman di RT.04 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam 

Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, 

di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 

seorang anak yang bernama ANINDYA ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 

di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke Tebo dan terakhir di 

rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-

rukun saja setelah itu sudah tidak harmonis karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena  

Tergugat bekerja sebagai supir truk sehingga sering pulang larut malam 

dan sekarang Tergugat sudah lama tidak kelihatan di rumah bersama 

Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 

ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan juga dari keterangan 

tetangga di sekitarnya, dan Penggugat dan Tergugat pernah di selesaikan 

secara adat mengenai masalah harta;

 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya ;

- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah mendamaikan, namun tidak 

berhasil  ;

2. DEDI HENDRIANTO bin RIFA'I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan  Tani, 

tempat kediaman di RT.04 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Mersam, 

Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 

seorang anak yang bernama ANINDYA ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 

dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat  adalah 

karena akhir-akhir ini Tergugat jarang pulang kerumah dan pulang larut 

malam, Tergugat bekerja sebagai supir truck  ;

- Bahwa saksi  tidak pernah melihat pertengkaran, namun hanya mendengar 

dari keluhan Penggugat dan juga mendengar informasi dari tetangga 

sekitar;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah mendamaikan, namun tidak 

berhasil ;

Disclaimer
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Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan 

alat bukti apapun lagi;

Bahwa, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya satu yang 

mengetahui persis tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat, sedangkan satu saksi hanya mengetahui perpisahan kedua belah pihak, 

maka untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan 

Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletoir (sumpah tambahan) sebagaimana 

tertuang dalam Putusan Sela Nomor 093/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara 

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon 

putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim 

menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini 

dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana 

tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang 

sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 
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149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat 

(Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan 

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir 

dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini 

termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan 

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar 

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi 

sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada  

pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak 

harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal ± 4 bulan, dan selama berpisah diantara 

ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak 

dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula 

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata 

bahwa ketidakhadiran Tergugat  disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka 

secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap 

sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil 

gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, 

mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan 

dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu 

didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti 

tertulis berkode (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan 

oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik 

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya 

telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga 

keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara 

ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian diharuskan mengajukan saksi-saksi 

yang berasal dari keluarga Penggugat dan atau dari orang-orang yang dekat dengan 

Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang 

bernama SUTRISNO bin RASMALI dan bernama DEDI HENDRIANTO bin RIFA'I, 

tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di 

bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur 

dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat hanya satu orang 

saksi bernama SUTRISNO bin RASMALI yang mengetahui secara langsung masalah 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi lainnya yang bernama DEDI 

HENDRIANTO bin RIFA'I tidak mengetahui secara langsung tetapi hanya mendengar 

dari keluhan Penggugat dan informasi orang-orang sekitar (testimonium de auditu), 

sehingga dari keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai hanya satu 

saksi yang memenuhi syarat materiil pembuktian dan saksi lainya patut 

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian satu orang saksi belum cukup mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian menurut hukum meskipun keterangannya merupakan 

pengetahuan dengan melihat dan mendengar sendiri, hal ini berdasarkan azas unus 

testis nullus testis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai pembuktian yang 

telah diajukan oleh Penggugat masih merupakan bukti permulaan dan masih perlu 

didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada kemungkinan untuk 

membuktikan dengan saksi lain, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis 

Hakim untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah 
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suppletoir) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 093/Pdt.G/2014/PA.Mbl, 

tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang didukung oleh sumpah pelengkap 

(sumpah suppletoir) telah melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil 

Penggugat tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terpenuhinya syarat 

materil pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 182, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun 

dan harmoni, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Tergugat sering pulang larut malam, yang mengakibatkan Penggugat tidak 

sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa paling tidak sudah 4 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak 

tinggal bersama lagi;

3. Bahwa upaya perdamaian, baik  melalui keluarga sebelum perkara ditangani 

Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap 

gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat 

sulit untuk bisa diwujudkan.;

4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras 

ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah 

tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan 
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untuk dapat dipertahankan lagi (Onheil baar tweespalt) sehingga rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (broken down marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/

K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga 

sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga 

membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka 

tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, 

perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik 

sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai 

berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ، 
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز 

القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة
Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan 

pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak 

langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak 

bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan 

keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya alasan 

perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf 
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(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian 

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan 

kepada Penggugat ; 

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat  (AHMAD SYAMSURI bin  

AMIR SYARIFUDDIN) terhadap Penggugat (JUMIATI  binti ABDUL KADIR.);
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk 

mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan Rimbo Ilir 

Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,-  

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan 

20 Rajab 1435 Hijriyah. oleh kami  RONI FAHMI, S. Ag, MA  sebagai Ketua Majelis, 

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI masing-

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim-Hakim Anggota

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

Panitera Pengganti

MUSDARNI, BA

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-
Biaya Proses : Rp.   50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
Biaya Redaksi : Rp.     5.000,-
Biaya Meterai : Rp.     6.000,-
JUMLAH : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17


